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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana penipuan 
berdasarkan putusan Nomor: 1629/Pid.B/2014/PN.Mks. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Kejaksaan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung 
dengan hakim dan jaksa yang terkait dengan perkara penipuan dalam 
kasus ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan 
pemecahan masalah tindak pidana penipuan. Disamping itu, peneliti juga 
melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur 
dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-
masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.  
 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 
Pertama, penerapan hukum pidana terhadap perkara dengan Nomor : 
1629/Pid.B/2014/PN.Mks. telah sesuai dengan rumusan  Pasal 378 
KUHP, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dengan dihadirkannya 
saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam 
melakukan kejahatannya. Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1629 
/Pid.B/2014/PN.Mks terdapat pertimbangan hakim memberatkan dan 
meringankan perbuatan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa 
adalah akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang 
lain, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa 
sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan 
serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji idak akan 
mengulanginya lagi. Selain itu terdapat kesalahan pengetikan pada 
putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks, tetapi hal ini tidak 
menyebabkan putusan batal demi hukum, karena hal demikian telah diatur 
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limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat munyusun 
dan menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai syarat untuk 
penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu 
merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis. 
Walaupun selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai 
hambatan. Namun berkat kesabaran, keiklasan dan bantuan dari berbagai 
pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir ini. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan 
dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak luput dari 
keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi 
dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap adanya 
saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan 
skripsi ini. Selain itu, keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini 
tidak lepas dari dukungan dari kedua orangtua penulis. Maka dari itu, 
skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta Akbar. dan 
ibunda tercinta Murni G. yang senantiasa menanamkan nilai-nilai baik 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang 
berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama 
masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan 
keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi 
tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 
secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 
hukum, maka hukum harus ditegakkan. 
Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar 
bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi 
terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, 
sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum 
dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman 
dalam kehidupan masyarakat. 
Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan 
pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan : 
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 
 Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang meskipun 
dianggap tercela oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak diatur 
oleh peraturan perundang-undangan, maka pelaku perbuatan yang 
dianggap tercela tersebut tidak dapat dipidana. 
2 
 
Pada umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan 
hidupnya dengan cara yang halal, seperti bekerja pada sebuah 
perusahaan, menjadi seorang guru, polisi, dokter dan sebagainya. Akan 
tetapi tidak jarang terdapat segelintir orang yang mencari nafkah 
dengan cara yang tidak benar, cara yang dianggap tercela baik di mata 
masyarakat maupun hukum. Tuntutan kehidupan yang semakin hari 
semakin sulit menjadi salah satu faktor penyebab mengapa orang 
melakukan perbuatan tercela ini. Berbagai cara dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok meskipun mereka 
mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan 
tercela dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 
Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai 
dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari 
penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari 
kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang 
tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan 
adalah proses, perbuatan atau cara menipu.1 
Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti 
penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu 
sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah 
meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti 
                                                          
1
  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952 
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apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Kenyataan di lapangan 
membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan 
dengan ingkar janji dalam hukum perdata (wanprestasi), sehingga 
aparat penegak hukum, utamanya penuntut umum seringkali keliru 
dalam menentukan yang mana yang merupakan tindak pidana 
penipuan dan  wanprestasi dalam membuat surat dakwaan, sehingga 
tidak jarang Majelis Hakim memutus lepas perkara yang dianggap 
sebagai tindak pidana penipuan oleh penuntut umum, akan tetapi 
sebenarnya perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. 
Akan tetapi penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai 
perbedaan antara wanprestasi dan penipuan, karena fokus penulis 
dalam skripsi ini tertuju pada tindak pidana penipuan itu sendiri. 
Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan 
yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan 
dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan  
dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana 
penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang 
pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. 
Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya 
apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian 
tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru 
dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan 
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pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan 
dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang 
berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan 
melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan 
penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan 
tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi 
proses penyidikan. 
Pada tingkat penyidikan, penyidik kepolisian akan berusaha 
mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar nantinya apabila bukti 
dirasa telah cukup, berkas perkara tersebut akan diserahkan ke jaksa 
penuntut umum. Tugas penyidik kepolisian berhenti pada saat 
penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya 
adalah tugas Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan 
yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili 
dan diputus oleh pengadilan negeri. 
Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun 
contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.B/2014/PN. Mks yang 
duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut : 
Terdakwa Salma alias Rosdiana pada tanggal 15 Juli 2014 di Jln. 
Terong Makassar menghampiri korban Halija yang hendak berbelanja 
kebutuhan rumah tangga di Pasar Terong. Terdakwa pun mengajak 
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korban mengobrol dan korban mengikuti perkataan terdakwa untuk ikut 
bersamanya ke Pantai Losari dengan menggunakan becak. 
Sesampainya di Pantai Losari, terdakwa memperkenalkan anaknya, Ati 
sebagai anak yang hilang yang ditemukan oleh terdakwa kepada si 
korban, padahal Ati merupakan anak kandung si terdakwa Rosdiana. 
Kemudian Ati memberikan sebuah kristal kepada korban dan menyuruh 
korban untuk melemparkan kristal tersebut ke laut agar rejeki korban 
akan mengalir seperti air. Korbanpun mengikuti perkataan itu dan 
selanjutnya Ati menawarkan kristal untuk dibeli oleh si korban, akan 
tetapi si korban menolak dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki 
uang. Terdakwa Rosdiana tidak habis akal dan terus membujuk korban 
agar korban mau membeli kristal itu dan pada akhirnya korban pun 
memberikan 2 (dua) cincin emas seberat 2 Gram dan 3 Gram serta 
uang Rp.500.000,00 kepada terdakwa. Setelah cincin dan uang ada di 
tangan terdakwa, terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumah 
dengan menggunakan angkutan umum pete-pete dan korbanpun 
mengikutinya begitu saja. Sesampainya di rumah, korban baru sadar 
bahwa ia telah ditipu oleh terdakwa Rosdiana dan anaknya Ati.    
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah 
diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat 
rumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara 
tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. 
1629/Pid.B/2014/PN. Mks)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Kasus 
Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN. Mks)? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa 
tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam 
perkara tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. 
1629/Pid.B/2014/PN. Mks). 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 






2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana 
dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang 
berminat pada masalah-masalah hukum pidana. 
2. Manfaat bagi penulis, bagi penulis sendiri merupakan hal yang 
sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan, serta merupakan 



















A. Tinjauan Yuridis 
Yang dimaksud dengan tinjauan adalah penguraian atau    
penyelidikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan. 
Sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. 
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk 
menyelidiki suatu peristiwa dari sudut pandang (point of view) 
hukumnya. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Istilah Tindak Pidana 
    Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
Hukum Pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat 
dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa 
yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli 
hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah strafbaar feit. 
Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat 
mengenai pengertian strafbaar feit secara universal. 
9 
 
    Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-
undangan pidana yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai beikut :2 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti 
dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 
(diganti dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang Hak Cipta), UU 
No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan perundang-undangan lainnya.  
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R 
Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H.J. van 
Scravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana 
Indonesia, A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana. 
Pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah 
peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara 
tahun 1950. 
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa 
literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan 
istilah lain yakni peristiwa pidana (Dalam Buku Hukum Pidana I). 
A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno 
pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku 
beliau Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan, walaupun 
menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam Pokok-Pokok Hukum 
Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja. 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni 
dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum 
Pidana Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
undang-undang dalam Undang-Undang No. 13/Drt/1952 tentang 
Senjata Api dan Bahan Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari stafbaar feit itu, 
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ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan 
baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sementara itu, untuk 
kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah pebuatan. Dalam kaitannya dengan 
istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga 
dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah 
terjemahan dari kata recht, sehingga seolah-olah kata straf sama 
dengan kata recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk 
kata “baar” sendiri, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan 
dapat. Secara literlijk kedua kata ini bisa kita terima. Sedangkan 
untuk kata feit digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, feit 
memang lebih pas untuk diterjemahkan sebagai perbuatan, kata 
pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum 
kita untuk mengartikan dari sitilah overtreding sebagai lawan dari 
sitilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana 
masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, 
untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas 
dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk 
pada perbuatan manusia, melainkan juga mencakup seluruh 
kejadian yang tidak hanya disebabkan oleh adanya perbuatan 
manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang 
karena tersambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak 
penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum 
pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan 
manusia lainnya baik perbuatan yang besifat pasif maupun aktif.3 
 
   Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih diperdebatkan 
ketepatan penggunaan katanya. Kata “tindak” merujuk kepada hal 
berupa kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak 
termasuk dalam kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Padahal 
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pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk 
perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu 
bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya 
suatu gerakan atau tindakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, 
misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau menipu (Pasal 378 
KUHP). Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak 
melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya 
seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, 
misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531) KUHP atau perbuatan 
membiarkan (Pasal 304 KUHP).4 
     Bedasarkan istilah Strafbaar feit di atas yang terdiri dari tiga kata, 
yaitu straf, baar dan feit, maka penulis sendiri memberikan arti 
strafbaar feit sebagai tindak pidana. 
 
2. Pengertian Tindak Pidana 
a. J.E. Jonkers 
Peristiwa Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
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  Ibid hlm. 75  
12 
 
b. Moeljatno  
Perbuatan pidana adalah  perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan 
tersebut.6 
c. VOS  
     Strafbaar feit adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang 
dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.7  
d. R. Tresna 
Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan- peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang 
diadakan tindakan penghukuman.8 
e. Wirjono Prodjodikoro 
  Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai 
subject dari tindak pidana yang ia lakukan.9  
   
 
                                                          
6
  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 59  
7  
E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Jakarta : Storia Grafika, 2012, hlm. 205
 
8
  Ibid hlm. 209  
9
  Ibid  
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3. Subjek Tindak Pidana 
Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan 
kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan 
tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah 
manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai 
dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana 
kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan 
hak dan sebagainya yang menunjukkan bahwa yang dapat dikenai 
pada umumnya adalah manusia atau persoon. 
Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak 
pidana adalah orang secara pribadi, meskipun ia berkedudukan 
sebagai pengurus komisaris suatu badan hukum. Namun, seiring 
dengan perkembangan zaman, subjek tindak pidana dirasakan 
perlu diperluas, sehingga sekarang bukan hanya manusia secara 
persoon yang menjadi subjek tindak pidana, akan tetapi badan 
hukum pun telah dirasa perlu menjadi subjek tindak pidana. Tentu 
saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada 
badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi 
pengurus komisaris badan hukum tersebut.10 
 
 
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak 
pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:11 
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  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 55 
11
  E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, op.cit., hlm. 211 
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1. Subjek;  
2. Kesalahan;  
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang 
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan  
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
 
b. Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11, yaitu :12 
1. Unsur tingkah laku;  
2. Unsur melawan hukum;  
3. Unsur kesalahan;  
4. Unsur akibat konstitutif;  
5. Unsur keadaan yang menyertai;  
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;  
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;  
9. Unsur objek hukum tindak pidana;  
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;  
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  
 
c. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu : 13 
1. Hubungan sebab akibat (causaal verband) 
2. Sifat melanggar hukum (onrechmatigheid) 
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (opzet) dan 
kelalain (culpa) 
4. Tiada hukum tanpa kesalahan 
 
1. Hubungan Sebab Akibat (Causaal Verband) 
         Bahwa tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada akibat 
tertentu dari perbuatan si pelaku yang menyebakan kerusakan atau 
kerugian terhadap kepentingan orang lain. Akibat inilah yang 
nantinya akan menandakan keharusan adanya suatu hubungan 
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  Adami Chazawi, op.cit., hlm. 82 
13
  Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT Eresco, 
1986, hlm. 57 
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sebab-akibat (causaal verband) antara perbuatan si pelaku dan 
kerugian kepentingan tersebut. Adapun teori mengenai hubungan 
sebab akibat (causaal verband) ini, yaitu : 
a. Teori Syarat Mutlak (conditio sine qua non) 
  Penganut teori ini adalah Von Buri. Teori ini mengatakan 
bahwa suatu akibat tertentu disebabkan oleh beberapa sebab 
yang saling berhubungan satu sama lain, sehinga apabila salah 
satu dari sebab tersebut tidak terjadi, maka akibat yang 
diharapkan tidak akan tejadi atau akibat tersebut akan batal 
terjadi. Dengan demikian, inti dari teori ini adalah mengenal 
beberapa sebab dari hanya satu akibat. 
 
b. Teori Penyebaban yang Bersifat Dapat Diperkirakan (adequate 
veroorzaking) 
  Penganut dari teori ini adalah Von Bar yang kemudian 
diteruskan oleh Van Kriese. Teori ini mengatakan bahwa suatu hal 
baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut 
pengalaman manusia dapat diperkirakan sebelumnya bahwa 
sebab sebagai hasil tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan 
diikuti oleh akibat tertentu sebagai penyebab dari tindakannya 
tersebut. Perbedaanya dengan teori conditio sine qua non, diambil 
hanya satu yang sebenarnya dianggap sebagai sebab. Yang lain 
dinamakan bukan sebab, melainkan hanya semacam hal yang 
16 
 
kebetulan terjadi dan mendahului atau mengikuti sebab yang 
sebenarnya menjadi penyebab dari kejadian itu. 
Contoh : 
Si A meminjamkan senapannya ke B untuk dipakai berburu 
hewan di hutan. B di dalam hutan menyuruh temannya, si C 
untuk membawa senapan itu. Pada waktu si C bermain-main 
dengan senapan tersebut, secara tidak sengaja senapan 
tersebut meletus dan mengenai dada si D yang oleh karenanya 
si D meninggal dunia. 14 
Menurut teori Von Buri, perbuatan dari A,B dan C 
semuanya merupakan sebab dari meninggalnya si D. Sedangkan 
menurut teori yang dianut oleh Von Bar dan Van Kriese, hanya 
perbuatan si C lah yang merupakan sebab dari kematian si D. 
Meskipun kedua teori ini berbeda, akan tetapi kedua teori ini 
sama-sama sepakat bahwa hanya si C yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
2. Sifat Melanggar Hukum (Onrechtmatigheid) 
    Terdapat tiga unsur pokok dari tindak pidana, yaitu :15 
1. Perbuatan yang dilarang. 
2. Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan kenapa perbuatan 
itu dilarang. 
3.  Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat itu. 
     Sifat melanggar hukum (Onrechtmatigheid) juga dinamakan 
wederrechtelijkheid yang berarti sama, tetapi dengan nama 
wederrechtelijkheid ini ada kalanya unsur ini secara tegas disebutkan 
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dalam perumusan ketentuan hukum pidana (strafbepaling). Misalnya 
: dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang merumuskan  
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang 
maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.  
 
Dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata “melawan 
hukum” atau wederrechtelijkheid, yang artinya si pelaku tidak 
mempunyai hak atas barang tersebut, karena apabila hak ini ada 
pada pelaku, maka tidak ada wederrectelijkheid atau tidak ada sifat 
melanggar hukum, tetapi biasanya unsur melawan hukum ini tidak 
dicantumkan dalam suatu Pasal ketentuan hukum pidana, 
sedangkan seperti yang dijelaskan di atas, pada tiap tindak pidana 
tentu harus ada unsur wederrechtelijkheid atau sifat melanggar 
hukum.16 
 
3. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana 
       Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa subjek tindak pidana 
adalah manusia (persoon). Dalam hubungannya dengan kesalahan 
yang dilakukan pelaku, maka perlu dilihat aspek kebatinan dari si 
pelaku. Maksudnya hanya dengan hubungan batin ini perbuatan 
yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan 
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baru kalau hal ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana 
yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit 
zonder schuld). Unsur kesalahan dari si pelaku ada dua, yaitu 
kesengajaan (opzet) dan kelalain (culpa).17 
 
3.1. Kesengajaan (Opzet) 
   Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan 
atau opzet, bukan unsur culpa. Hal ini dapat dikatakan layak 
sebab yang pantas mendapatkan hukuman pidana ialah mereka 
yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang meskipun mereka mengetahui bahwa 
perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang. 
  Dalam kehidupan sehari-sehari, tidak jarang kita lihat 
terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 
menimbulkan kerusakan atau kerugian pada orang lain. 
Seringkali orang yang melakukan perbuatan ini meminta maaf 
kepada orang yang dirugikan atas perbuatannya ini dengan 
berkata “maaf, saya tidak sengaja”. Hal yang demikian biasanya 
akan dimaafkan oleh orang yang dirugikan atau dirusak 
barangnya apabila kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan 
dari perbuatan tersebut tidaklah terlalu begitu berarti, sehingga 
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orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak akan 
mendapatkan hukuman, karena telah dimaafkan oleh orang yang 
dirugikan karena perbuatannya. 
  Kesengajaan harus memenuhi ketiga unsur utama, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi 
dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang dan perbuatan itu 
melanggar hukum. Kesengajaan (opzet) ini ada tiga macam  
yaitu :18 
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) 
b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij 
zekerheids-bewustzijn) 
c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij 
mogelijkheids-bewustzijn) 
 
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) 
    Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku 
dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaku melakukan 
perbuatannya dengan niat agar perbuatanya tersebut akan 
mencapai tujuan yang diinginkannya. Maka apabila 
kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si 
pelaku memang pantas untuk dijatuhi hukuman pidana,karena 
sejak dari awal ia melakukan perbuatannyamemang bertujuan 
agar perbuatannya tersebut terlaksana sesuai apa yang ia 
inginkan. Dengan kata lain, dengan adanya kesengajaan yang 
bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-
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benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok 
alasan diadakannya ancaman hukuman pidana. 
     Atas oogmerk ini terdapat dua teori yang bertentangan satu 
sama lain. Kedua teori itu adalah : 
  Teori kehendak (wilstheorie) 
 Teori kehendak menganggap bahwa kesengajaan 
(opzet) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak 
pidana dikehendaki oleh si pelaku. Jadi inti dari teori ini 
adalah si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan 
sengaja karena ia menghendaki suatu akibat tertentu, 
sehingga agar akibat yang dikehendakinya tersebut tercapai, 
maka si pelaku melakukan perbuatan yang akan 
mengakibatkan timbulnya suatu akibat sebagaimana yang 
dikehendakinya. 
  Teori bayangan (voorstellings theorie) 
 Teori ini menganggap bahwa kesengajaan ada 
apabila si pelaku pada waktu mulai melaksanakan 
perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat yang 
bersangkutan akan tercapai, dan oleh karena itu ia 
menyesuaikan perbuatannya agar tercapai akibat yang 
diinginkan.Untuk membedakan kedua teori di atas, maka 
perhatikanlah contoh berikut : 
21 
 
 A memegang sebuah senapan di tangannya. A 
mengarahkan senapannya ke arah B yang berada di 
depannya. A kemudian menarik pelatuk dari senapan itu, 
sehingga mengenai dada si B dan menyebabkan 
meninggalnya si B. 
          Menurut teori kehendak, A melakukan tindak pidana 
pembunuhan dengan sengaja, karena si A menghendaki 
kematian si B. Sedangkan menurut teori bayangan, si A 
melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, 
karena pada waktu menembak, si A mempunyai bayangan 
atau gambaran dalam pikirannya bahwa apabila ia 
menembak si B yang berada di depannya, si B akan 
meninggal. Atas bayangan yang berada di kepala si A tadi, 
kemudian si A menyesuaikan tindakan yang harus 
diambilnya agar bayangan yang berada di kepalanya akan 
kematian si B dapat terwujud. 
 
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet 
bijzekerheids-bewustzijn) 
 Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku 
dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 
akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu 
benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 
22 
 
Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) 
menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si 
pelaku, maka kini juga dapat dikatakan bahwa terdapat 
unsur kesengajaan di dalamnya. Menurut teori bayangan 
(voorstelling theorie), keadaan ini sama dengan 
kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) dalam keduanya 
tentang akibat, tidak dapat dikatakan adanya kehendak dari 
si pelaku, melainkan hanya gambaran atau dalam gagasan 
pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. 
Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu 
disebutkan peristiwa “Thomas van Bremerhaven”, yaitu 
perbuatan seorang berupa memasukkan sesuatu ke 
dalam kapal laut yang dapat menyebabkan kapal laut 
itu meledak apabila kapal itu sudah berada di tengah 
laut. Dengan peledakan tersebut, maka kapal laut juga 
akan hancur, dan jika hal ini terjadi, maka pemilik kapal 
akan menerima uang asuransi dari perusahaan 
asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku 
dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para 
awak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di 
laut dan akan mati. Dengan demikian, meskipun 
kematian dari awak kapal dan penumpang bukanlah 
merupakan tujuan dari si pelaku, namun dianggap ada 
kesengajaan si pelaku dalam menghilangkan nyawa 
orang banyak dan atas dasar ini pelaku dapat 
dipersalahkan melakukan tidak pidana pembunuhan.19 
            Pada dasarnya, hampir tidak ada perbedaan yang 
mencolok antara kesengajaan secara tujuan (oogmerk) 
dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian 
(zekerheids-bewustzijn). 
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c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet 
bijmogelijkheids-bewustzijn) 
       Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan secara 
teori dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan 
kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang 
bersangkutan tanpa adanya tujuan untuk merealisasikan 
gagasan tersebut, maka harus ditinjau seandainya ada 
bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka 
apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak oleh si 
pelaku. Jika hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa 
akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku dan baru 
hanya akan mungkin terjadi, akan dipikul 
pertanggungjawabannya jika akibat tersebut benar-benar 




3.2. Kelalaian (Culpa) 
  Arti kata “culpa” adalah kesalahan pada umunya, tetapi 
dalam ilmu hukum “culpa” diartikan sebagai suatu macam 
kesalahan dimana si pelaku tindak pidana karena ia kurang 
berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja tersebut 
terjadi. 
  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak 
pidana memiliki unsur kesengajaan. Akan tetapi, ada kalanya 
suatu akibat dari suatu tindakan pidana begitu berat merugikan 
kepentingan seseorang, seperti kematian manusia, sehingga 
dirasakan tidak adil , terutama bagi keluarga yang meninggal 
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dunia sanak keluarganya, sedangkan pelaku tindak pidana yang 
menyebabkan kematian tersebut penjatuhan pidana kepadanya 
tidak sepadan dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh 
keluarga atas kehilangan sanak keluarganya tersebut.  
 
4. Hubungan Antara Kesengajaan Dengan Sifat Melanggar Hukum 
      Kesengajaan juga dapat mengenai “sifat melanggar hukum” atau 
wederrechtelijkheid. Artinya, bahwa ada persoalan apakah dalam 
suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya 
dilarang oleh hukum pidana. Unsur “sifat melanggar hukum” diliputi 
oleh unsur kesengajaan sehingga orang dapat dipidana apabila ia 
mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hukum. 
      Terdapat asas yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap 
mengetahui hukum (Iedereen wordht geacht de wet te kennen). Jadi 
dengan adanya asas ini semua orang dianggap tahu bahwa apakah 
suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Apabila asas ini 
diberlakukan, maka orang dapat dihukum meskipun sebenarnya ia 
tidak tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum. 
 
5. Tiada Hukum Tanpa Kesalahan (Geen Strafzonder Schuld) 
       Dulu seseorang telah dapat dihukum apabila ia telah melakukan 
“pelanggaran” meskipun tanpa kesalahan. Berlatar belakang akan 
hal inilah muncul pendapat yang menyatakan bahwa tidak mungkin 
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seseorang dapat dihukum tanpa kesalahan sedikitpun. Baru pada 
tanggal 14 Februari 1916 ada suatu putusan Pengadilan Tertingi di 
Belanda (Hoge Raad) yang secara tegas membenarkan pendapat 
sebelumnya mengenai seseorang tidak boleh dipidana tanpa adanya 
unsur kesalahan yang melekat pada perbuatannya tersebut. 
      Penulis sendiri membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, 
sama seperti yang dikemukakan oleh Lamintang dalam bukunya 
Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Pembagian kedua unsur 
tersebut adalah unsur pembuat (subyektif) dan unsur perbuatan 
(obyektif). Unsur pembuat (subyektif) adalah unsur yang melekat 
pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan segala sesuatunya 
yang berkaitan dengan kehendak maupun apa yang ada di dalam 
hati si pelaku. Sedangkan unsur perbuatan (obyektif) merupakan 
unsur di luar diri pelaku yang berhubungan dengan keadaan-
keadaan (circumtances), yaitu dalam keadaan ketika tindakan-
tindakan dari si pelaku harus dilakukan.21  
        
E. Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan  
    Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam 
golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang 
timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "misdrijven 
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tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten". 
Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana  dirumuskan 
dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat 
atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan 
mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. 
Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :22 
1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang 
dirumuskan dalam BAB XXV KUHP. 
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang 
dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 
(bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan oplichting. 
        Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian 
penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk 
pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk 
khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang 
bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan 
ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam 
arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. 
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 Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif 
atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi 
suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan 
adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar 
menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang 
dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai 
nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan 
memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur 
subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan 
maksud melawan hukum.   
 
2. Unsur Subjektif Penipuan 
     Unsur subjektif dalam sebuah tindak pidana penipuan meliputi 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan 
dengan melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat 
terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yaitu sebagai berikut : 
 Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan 
menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain, yaitu berupa unsur kesalahan (schuld) yang 
melekat pada diri pelaku. Terhadap sebuah kesengajaan harus 
ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain 
28 
 
di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, 
menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan 
dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum 
atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan 
menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari 
yang sudah ada sebelumnya. Menambah kekayaan ini baik bagi 
diri sendiri maupun bagi orang lain. 
 Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud 
sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur 
melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa 
maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan 
penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang 
artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan 
hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa 
unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-
tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah 
memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah 
melawan hukum. Melawan hukum  diartikan sebagai perbuatan 
yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum materiil. 
Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan 
tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. 
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Perlu dibuktikan di sini adalah si pelaku mengerti maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan 
orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan 
penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat. 
 
3. Unsur Objektif Penipuan 
     Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan : 
 “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu 
muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda 
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan 
pidana penjara paling lama 4 tahun”.  
    Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif 
sebagai berikut : 
 Perbuatan menggerakkan (Bewegen). Kata bewegen dapat juga 
diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam 
KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah 
bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan 
mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, 
karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. 
Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, 
dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan 
dengan cara melakukannya dan cara melakukannya inilah 
sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan 
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perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak 
benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan 
dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, 
palsu dan bersifat membohongi atau menipu. 
 Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang 
menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang 
menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang 
yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan 
keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak 
sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, 
memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus 
orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi 
hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang 
digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan 
benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. 
 Tujuan perbuatan. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan 
dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu : 
 a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam 
 penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian 
 dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan 
 bergerak. 
 b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini 
 perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, 
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 melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge 
 Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah 
 suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh 
 karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi 
 pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas 
 sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat 
 timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau 
 membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah 
 utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu 
 perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai 
 pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban 
 dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena 
 menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala 
 macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya 
 menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan 
 sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. 
 Upaya - upaya penipuan. Upaya penipuan disini dibagi menjadi 3 
(tiga) unsur, yaitu : 
 a. Dengan menggunakan nama palsu (valsche naam), dalam hal 
 ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: 
 Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri 




 Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara 
 pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang 
 bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada 
 pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang 
 tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang 
 dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat 
 dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu 
 adalah menggunakan nama palsu. Kemudian bagaimana bila 
 seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan 
 namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda? 
 Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai 
 seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir 
 benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. 
 Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan 
 martabat atau kedudukan palsu. 
 b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (valsche 
 hoedanigheid), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering 
 digunakan sebagai terjemahan dari perkataan valsche 
 hoedanigheid yaitu, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan 
 kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu 
 itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan 
 seseorang, kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak-hak 
 tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu 
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 itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada 
 sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti 
 dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya, misalnya 
 seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian 
 menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau sebagai seorang 
 wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam 
 suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan 
 menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu 
 terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang 
 agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk 
 memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau 
 seorang pejabat. 
 c. Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan 
 rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels), dalam 
 hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat 
 menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat 
 menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa 
 semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, 
 yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada 
 rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu 
 muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa 
 dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang 
 kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. 
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 Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak 
 hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya diinginkan 
 oleh si pelaku penipuan, karena dengan tergerak hatinya atau 
 terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban 
 menyerahkan benda yang dimaksud. 
   Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul 
Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP membagi 
unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:23 
 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain,yang berarti disini ada kesengajaan sebagai yang bersifat 
tujuan (oogmerk). 
 Perbuatan dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain 
pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu 
(Hoge Raad tahun 1911). 
 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, misalnya 
mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau 
memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya 
mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, 
camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya 
mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada 
orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, 
pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan. 
 Menggerakan orang lain, artinya dengan cara-cara tersebut dia 
menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu 
barang kepadanya. 
 Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi 
utang ataupun menghapus piutang, merupakan bagian inti dari 
tindak pidana ini bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya 
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E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
a. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
 Undang-undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum, yaitu : 
1. Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP 
yang merumuskan “Bilamana seorang pejabat karena melakukan 
tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.24 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah 
terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat 
atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam 
melakukan tindak pidana dengan :25 
 Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
 Memakai kekuasaan jabatannya; 
 Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
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2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan 
Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan 
menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 
52 a KUHP yang merumuskan : 
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”. 
  Dalam Pasal 52 a ini tidak menentukan tentang 
bagaimana caranya menggunakan bendera kebangsaan pada 
waktu melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu kejahatan 
ini dapat terwujud dengan menggunakan cara apapun. 
 
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (Recidive) 
Dalam hukum pidana, arti dari pengulangan (recidive) 
tidaklah cukup hanya dengan melihat berulangnya seseorang 
melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga harus dikaitkan pada 
syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan leh 
undang-undang. 
 Mengenai pengulangan, hal-hal yang diatur oleh KUHP  
     yaitu :26 
 Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak  
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat 
terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada 
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486,  
487 dan  488 KUHP.  
 Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 
itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
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tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 
Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2) dan 512 
Ayat (3)  
Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada recidive  ini 
terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu :27 
 Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 
 Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh 
negara karena tindak pidana yang pertama; dan 
 Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. 
 
b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
  Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus ini ialah pada diri si pembuat dapat dipidana 
melampaui ancaman maksimum pada tindak pidana yang 
bersangkutan dan hal-hal yang menyebabkan mengapa tindak 
pidana tersebut diperberat, dijelaskan secara tegas dalam pasal 
yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Disebut dasar 
pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana 
tertentu saja. 
Dilihat dari berat-ringan ancaman pidana pada tindak pidana 
tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dapat 
dibedakan dalam tindak pidana dalam bentuk pokok, bentuk 
yang lebih berat (gequalificeerda) dan bentuk yang lebih 
ringan (geprivilegeerde). Ciri dari tindak pidana dalam bentuk 
yang diperberat (gequalificeerda) itu sendiri ialah harus 
memuat unsur yang ada pada pokoknya ditambah dengan 
satu atau dua unsur khusus yang bersifat memberatkan. 
Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud 
dengan dasar pemberatan pidana khusus.28 
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2. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
a. Dasar Diperingannya Pidana Umum 
     Hal-hal yang menyebabkan suatu pidana dapat diperingan 
adalah : 
1. Menurut KUHP : Belum Berumur 16 Tahun 
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan 
pidana.Tentang hal yang memperingan pidana dimuat dalam 
Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam Pasal 45, terhadap seorang 
yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu 
tindak pidana ketika umurnya belum genap 16 (enam belas) 
tahun, maka hakim dapat menentukan salah satu di antara 3 (tiga) 
kemungkinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 45. 3 
(tiga) kemungkinan tersebut adalah :29 
 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 
enam belas tahun, hakim dapat menentukan:  
 Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 
orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa 
pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 
kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan 
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- 
kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 
519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun 
sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau 
salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah 
menjadi tetap; atau  
 Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.  
                                                          
29
  Ibid hlm. 98  
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  Apabila hakim memerintahkan anak itu diserahkan kepada 
pemerintah, menurut Pasal 46, maka ia :30 
 Dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya 
menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari 
dengan cara lain, atau  
 Diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di 
Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau 
lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia.  
  Apabila hakim memilih yang ketiga, yaitu menjatuhkan pidana, 
maka dalam hal ini, terdapat 2 (dua) kemungkinan, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 47, yaitu :31 
 Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan 
pidana yang berat atau lamanya adalah maksimum pidana 
pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang 
dilakukannya itu dikurangi sepertiga. 
 Dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan 
hakim menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima 
belas) tahun. 
 
2. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
  Setelah diberlakukannya undang-undang ini, maka Pasal 45, 
46 dan 47 KUHP sudah tidak berlaku lagi. Yang dimaksud dengan 
anak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) 
                                                          
30
  Ibid hlm. 99
  
31
  Ibid  
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tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
 
3. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
 Menurut J.E. Jonkers sesungguhnya percobaan dan 
pembantuan kejahatan merupakan dasar peringanan yang semu, 
bukan dasar peringanan yang sebenarnya, karena : 32 
 Percobaan dan pembantuan kejahatan tidaklah memenuhi 
syarat bagi suatu tindak pidana tertentu selesai, sehingga 
pada dasarnya ia tidak melakukan kejahatan. Hanya karena 
undang-undang menentukan bahwa percobaan dan 
pembantuan dapat dipidana, maka hal ini menjadi suatu 
alasan diperingannya suatu pidana, karena syarat-syarat 
suatu tindakan dikatakan sebagai tindak pidana, tidak 
dipenuhi secara 100% oleh si pelaku percobaan dan 
pembantuan kejahatan. 
 Ketentuan mengenai dipidananya pembuat yang gagal 
(percobaan) dan pembuat pembantu tidak dimuat dalam BAB 
III BUKU I tentang “Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi 
atau Memberatkan Pidana”. 
 
b. Dasar Diperingannya Pidana Khusus 
                                                          
32
  Ibid hlm. 105 
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    Ada beberapa tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan 
peringan pidananya. Hal ini hanya berlaku khusus terhadap tindak 
pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk 
segala macam tindak pidana. Dasar peringan pidana khusus ini 
tersebar di pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Untuk dapat 
dinyatakan suatu tindak pidana itu lebih ringan tentu ada 
pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur 
yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. 
Tindak pidana pembandingnya tersebut ada 2 (dua), yaitu :33 
 Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga 
bentuk biasa atau bentuk standar (eenvoudige delichten) 
 Pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk eenvoudige 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan 
penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis akan gunakan 
adalah: 
1. Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku, 
undang-undang, laporan-laporan penelitian, dan naskah-naskah 
ilmiah lainnya. 
2. Data Sekunder, yaitu pengumpulan data melalui metode wawancara 
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara di 







C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
 Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dan 
metode penelitian lapangan (field research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data 
dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas. 
b. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber terkait, seperti hakim 
dan jaksa yang berhubungan dengan permasalahan dalam 
skripsi ini. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview), yaituteknik pengumpulan data, dimana 
penulis mengadakan tanya jawab dengan para narasumber 
yang terkait seperti hakim dan jaksa yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi (documentation), yaitu teknik pengumpulan data, 
dimana penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-




D. Teknik Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil 
penelitian mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara Tindak Pidana 
Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1629/Pid.B/2014/PN.Mks)   
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materiil dalam Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks, maka 
perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan 
oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini.  
 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa SALMA alias ROSDIANA pada tanggal 15 Juli 2014, 
sekiranya pada pukul 12.00 WITA di Jln. Terong Makassar 
menghampiri korban HALIJA yang hendak berbelanja kebutuhan rumah 
tangga di Pasar Terong. Sebelumnya terdakwa SALMA alias 
ROSDIANA belum saling mengenal dengan korban HALIJA. Terdakwa 
pun menghampiri korban mengaku namanya sebagai HASMA dan 
mengajak si korban untuk mengobrol. Setelah beberapa lama 
mengobrol dengan korban, terdakwa mengajak korban untuk ikut 
bersama terdakwa ke Pantai Losari. Korban dengan maunya  mengikuti 
perkataan terdakwa dan ikut bersamanya ke Pantai Losari dengan 
menggunakan becak. Sesampainya di Pantai Losari, terdakwa 
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memperkenalkan seorang anak bernama ATI kepada korban. 
Terdakwa mengaku bahwa anak yang bernama ATI ini adalah anak 
hilang yang ditemukan oleh si terdawa, padahal ATI yang nama 
sebenarnya adalah AYU KIKI merupakan anak kandung si terdakwa 
SALMA alias ROSDIANA. Setelah terdakwa memperkenalkan korban 
kepada ATI, ATI mulai berbicara dengan korban dan memberikan 
sebuah kristal kepada korban dan menyuruh korban untuk 
melemparkan kristal tersebut ke laut agar rejeki korban mengalir seperti 
air. Korban pun mengikuti perkataan itu dan melemparkan kristal yang 
diberikan kepadanya tadi ke arah laut. Setelah korban melemparkan 
kristal tersebut ke arah laut, selanjutnya ATI menawarkan kristal untuk 
dibeli oleh si korban, akan tetapi si korban menolak dan mengatakan 
bahwa ia tidak memiliki uang. Terdakwa SALMA alias ROSDIANA tidak 
habis akal dan terus membujuk korban dengan cara mengatakan 
kepada korban HALIJA bahwa agar korban mau membeli kristal itu dan 
nantinya kristal yang dibeli korban HALIJA nantinya akan dibeli kembali 
oleh terdakwa SALMA alias ROSDIANA. Setelah mendengar hal ini, 
korban pun terbujuk dan memberikan 2 (dua) cincin emas seberat 2 
Gram dan 3 Gram serta uang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) 
kepada terdakwa. Setelah cincin dan uang ada di tangan terdakwa, 
terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumah dengan 
menggunakan angkutan umum pete-pete dan korbanpun mengikutinya 
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begitu saja. Sesampainya di rumah, korban baru sadar bahwa ia telah 
ditipu oleh terdakwa SALMA alias ROSDIANA dan anaknya ATI.    
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
 Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (acte van verwizing) 
yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian 
mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari 
pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Surat dakwaan ada 5, yaitu 
surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif dan kombinasi. 
Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam 
kasus ini yaitu surat dakwaan yang disusun dalam bentuk surat 
dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal adalah jenis surat dakwaan 
yang hanya satu pasal saja yang didakwakan kepada terdakwa, karena 
Penuntut Umum yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa hanya memenuhi semua unsur dalam satu pasal tersebut, 
tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan 
pengganti lainnya. Surat dakwaan tunggal ini didakwakan kepada 
terdakwa pelaku tindak pidana Penipuan Salma alias Rosdiana 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dibacakan 







 Bahwa ia terdakwa SALMA alias ROSDIANA alias HASMA, pada 
hari Selasa tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Pasar 
Terong Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 
palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain yaitu korban HALIJA, untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 2 (dua) buah 
cincin emas dengan berat masing-masing 2 Gram dan 3 Gram 
serta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 
atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.  
 
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
- Bahwa berawal ketika saksi korban menuju Pasar Terong 
untuk belanja kebutuhan sehari-hari, saat itu saksi korban 
dicegat oleh terdakwa dan diajak ngobrol dimana akhirnya 
saksi korban ikut naik becak dengan terdakwa bersama-
sama dengan seorang anak perempuan dan menuju Pantai 
Losari. 
- Bahwa saat di Pantai Losari, terdakwa memperkenalkan 
saksi dengan seorang anak perempuan yang diakui oleh 
terdakwa sebagai anak yang hilang yang ditemukan oleh 
terdakwa lalu anak tersebut menawarkan sebuah permata 
dan meminta saksi korban untuk membuang permata 
tersebut ke laut. 
- Bahwa selanjutnya anak perempuan tersebut yang ternyata 
adalah anak kandung terdakwa bernama AYU KIKI alias ATI 
menawarkan lagi sebuah permata kepada saksi korban 
untuk dibeli akan tetapi saksi korban mengatakan tidak 
memiliki uang, akan tetapi saat itu terdakwa dan anaknya 
terus membujuk saksi korban hingga saksi korban 
memberikan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-
masing 2 Gram dan 3 Gram dan juga memberikan uang 
tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan 
mengendarai angkutan pete-pete dan sesampainya di rumah 




- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami 
kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 
 
Pebuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 
KUHP--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses 
persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa 
sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah kepada 
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, 
yaitu Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP adalah 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa. 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang      
     lain secara melawan hukum. 
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun  
     rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk  
     menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi  
    hutang atau menghapuskan piutang. 
  
 Ad.1. Unsur barang siapa : 
Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau 
siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, 
yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan 
diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa SALMA alias 
ROSDIANA. 
 
Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri  
            sendiri atau orang lain secara hukum : 
Bahwa sesuai fakta persidangan di mana terdakwa telah 
mengambil barang milik saksi korban berupa cincin emas 
dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- di mana saat itu 
terdakwa memperlihatkan sebuah permata kristal dan 
mengatakan kalau kristal tersebut dapat membawa rezeki 
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buat saksi korban dan terdakwa menawarkan kepada saksi 
korban untuk dibeli selanjutnya terdakwa meminta cincin dan 
uang saksi korban. 
 
Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu  
           muslihat ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan  
           orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu  
           kepadanya atau supaya memberihutang atau  
          menghapuskan piutang. 
Bahwa saat terdakwa mengambil uang saksi korban dan 
cincin emas, terdakwa memperlihatkan sebuah 
kristal/permata di mana mengatakan kepada saksi korban 
kalau permata tersebut dapat memberi rezeki kepada saksi 
korban apabila dilempar ke laut di mana setelah itu terdakwa 
menawarkan permata itu kepada saksi korban, selanjutnya 
saksi korban menyerahkan cincin emas dan uang miliknya 
sejumlah Rp. 500.000,- 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum diatur 
dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang merumuskan : 
Setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. 
Surat tuntutan ini berisikan tuntutan pidana yang hendak diputus 
oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Salma alias Rosdiana. Surat 
tuntutan (requisitor) adalah surat yang memuat pembuktian surat 
dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam proses 
persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang kesalahan 
terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Adapun tuntutan dalam 
perkara pidana dalam Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks. dapat 
dilihat dalam tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register 
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Perkara: PDM-649/Mks/Ep/12/2013 yang pada pokoknya meminta 
kepada Majelis Hakim untuk memutuskan: 
      1.  Menyatakan terdakwa SALMA alias ROSDIANA bersalah 
melakukan Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan bunyi Pasal 
378 KUHP. 
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMA alias ROSDIANA 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan. 
      3.  Menyatakan barang bukti berupa : 
1 (satu buah permata/kristal) 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
      4.  Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 
4. Komentar Penulis  
 Di atas telah dijelaskan mengenai Posisi Kasus, Surat Dakwaan 
Penuntut Umum dan Tuntutan  (requisitoir) Penuntut Umum atas 
Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks. Yang ingin penulis pertama 
ingin komentari ialah mengenai surat dakwaan yang dibuat oleh 
Penuntut Umum dalam Kasus Putusan Nomor 
1629/Pid.B/2014/PN.Mks. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh 
penulis, surat dakwaan (acte van verwizing) adalah surat yang memuat 
uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan 
menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal 
tindak pidana yang dilanggar, dalam kasus ini ialah Pasal 378 KUHP 
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tentang Penipuan. Adapun arti penting dari surat dakwaan (acte van 
verwizing) itu sendiri ialah:34 
 1. Bagi penuntut umum : 
a. Dasar penuntutan perkara ke pengadilan. 
b. Dasar untuk pembuktian dan pembahasan juridis dalam 
tuntutan pidana (requisitoir). 
c. Dasar untuk melakukan upaya hukum. 
2. Bagi terdakwa/penasehat hukum : 
Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan 
pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan 
terhadap apa yang didakwaan oleh penuntut umum. 
3. Bagi hakim : 
a. Dasar pemeriksaan di persidangan 
b. Pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa. 
Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus 
berpedoman pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pada Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP diatur mengenai syarat formal (143 ayat (2) huruf a KUHAP) 
dan syarat materiil (143 ayat (2) huruf b KUHAP) yang harus dipenuhi 
oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Apabila syarat 
materiil dari surat dakwaan tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum, maka 
surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP), 
sedangkan apabila syarat formalnya tidak dipenuhi, maka surat 
dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat-syarat formal (143 ayat (2) 
huruf a KUHAP) dan materiil (143 ayat (2) huruf b KUHAP) surat 
dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP ialah : 
      a.  nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ; 
                                                          
34
 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung : 





      b.  uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. 
Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP 
adalah sebagai berikut :35 
 Cermat maksudnya ketelitian Penuntut Umum dalam 
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada 
Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat 
kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan 
batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat 
dibuktikan. Misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik 
aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana 
tersebut belum/sudah kadaluarsa atau apakah tindak pidana 
tersebut tidak nebis in idem. 
 Jelas maksudnya Penuntut Umum harus mampu 
merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus 
memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang 
dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. 
 Lengkap maksudnya uraian dakwaan harus mencakup 
semua unsur yang ditentukan Undang-Undang secara 
lengkap. 
 
Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam kasus ini  
dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-649/Mks/10/2014 apabila 
dikaitkan dengan syarat-syarat formal dan materiil dalam membuat 
surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP, menurut penulis sendiri syarat formal dari surat dakwaan ini 
telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat 
(2) huruf a KUHAP, yaitu telah dicantumkannya nama lengkap, tempat 
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
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tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dalam surat dakwaan. 
Sedangkan syarat materiil dari surat dakwaan dalam kasus ini menurut 
penulis sendiri juga telah memenuhi syarat materiil dalam membuat 
surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 
huruf b KUHAP.  Dalam kasus ini, surat dakwaan dengan Nomor 
Registrasi Perkara : PDM-649/Mks/10/2014 yang dibuat oleh Penuntut 
Umum membagi Pasal 378 KUHP ke dalam 3 unsur, yaitu :  
1. Barang siapa. 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang      
     lain secara melawan hukum. 
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun  
     rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk  
     menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi  
    hutang atau menghapuskan piutang. 
 
Dalam membuat surat dakwaan dalam kasus ini, Penuntut Umum 
telah mampu memenuhi semua unsur materiil sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP , yaitu cermat, jelas, lengkap 
dan unsur locus delichti dan tempus delichtinya juga telah dicantumkan 
pada surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-
649/Mks/10/2014. Cara menguraikan unsur-unsur materiil (cermat, 
jelas, lengkap dan unsur locus delichti dan tempus delichti) dari surat 
dakwaan sendiri tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP, sehingga 
Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan bebas untuk 
menguraikan unsur-unsur tersebut sepanjang memenuhi syarat materiil 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal  143 ayat (2) huruf b KUHAP.  
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Penuntut umum dalam kasus ini membagi Pasal 378 KUHP ke 
dalam 3 unsur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,  sedangkan 
menurut penulis sendiri Pasal 378 KUHP memiliki 5 (lima) unsur yang 
apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
Salma alias Rosdiana, maka ke 5 (lima) unsur itu dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Unsur barang siapa. 
 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
               orang lain.  
3. Unsur secara melawan hukum. 
 4. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat  
                ataupun rangkaian kebohongan. 
 5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang   
                 sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau  
                menghapuskan piutang. 
 
1. Unsur barang siapa 
Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap 
orang yang merupakan subjek hukum yang perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini unsur 
barang siapa terpenuhi karena terdakwa Salma alias Rosdiana 
merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung 
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jawabkan perbuatannya, karena terdakwa telah cakap dan tidak 
berada di bawah pengampuan (curatele). 
 
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri      
     atau orang lain 
Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain artinya terdakwa Salma alias Rosdiana sengaja 
melakukan perbuatan ini karena niat terdakwa memang dari awal 
ialah untuk melakukan tindak pidana penipuan demi 
keuntungannya sendiri atau orang lain (oogmerk). Perbuatan 
terdakwa Salma alias Rosdiana dilakukan dengan sengaja 
mengambil barang milik korban korban berupa cincin emas dan 
uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang 
bukan merupakan haknya setelah terdakwa berhasil membujuk 
korban dengan rangkaian kata bohong bahwa kristal yang dibeli 
korban Halija dari anak kandung terdakwa Ati alias Ayu Kiki akan 
membuat rezeki korban Halija mengalir seperti air. 
 
3. Unsur secara melawan hukum 
Unsur secara melawan hukum maksudnya ialah terdakwa 
Salma alias Rosdiana tidak mempunyai hak untuk menikmati 
keuntungan itu. Terdakwa Salma alias Rosdiana telah memiliki 
kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau 
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orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan 
hukum. Melawan hukum  diartikan sebagai perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum materiil. 
Terdakwa Salma alias Rosdiana sebelum melakukan 
perbuatannya mengerti bahwa hal yang dilakukannya dengan 
cara menipu korban Halija  merupakan perbuatan yang dicela 
masyarakat dan diatur oleh undang-undang, akan tetapi 
terdakwa Salma alias Rosdiana tetap mengambil barang korban 
berupa 2 cincin emas dan uang tunai senilai Rp. 500.000,- 
meskipun ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak atas itu.  
 
4. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat  
               ataupun rangkaian kebohongan 
Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat 
ataupun rangkaian kebohongan, terdakwa Salma alias Rosdiana 
pada saat melakukan perbuatannya  memperkenalkan diri 
dengan nama Hasma kepada korban Halija dan terdakwa 
dengan tipu muslihat ataupun memakai rangkaian kata bohong 
mengaku kepada korban Halija bahwa kristal yang dijual oleh 
anaknya Ati alias Ayu Kiki dapat membuat rezeki korban 
mengalir seperti air, padahal pada kenyataannya itu hanyalah 
kristal biasa. Jadi dengan rangkaian kebohongan yang dikatakan 
oleh terdakwa Salma alias Rosdiana, korban Halija pun terbujuk 
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dan menyerahkan 2 cincin emas emas masing seberat 2 Gram 
dan 3 Gram beserta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima 
ratus ibu rupiah. 
 
5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  
                 sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau  
               menghapuskan piutang 
Unsur menggerakkan (bewegen) maksudnya bahwa 
dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan 
oleh terdakwa Salma alias Rosdiana, terdakwa menghendaki 
dengan cara-cara itu korban Halija tergerak hatinya untuk 
memberikan suatu barang kepadanya. Terdakwa Salma alias 
Rosdiana mengatakan kepada korban bahwa kristal yang berada 
di tangan anaknya Ati alias Ayu Kiki dapat membuat rezeki 
korban Halija mengalir seperti air karena kristal tersebut memiliki 
kekuatan magis di dalamnya. Mendengar hal ini korban Halija 
tergerak hatinya dan pada akhirnya memberikan 2 cincin emas 
dengan berat masing-masing 2 Gram dan 3 Gram serta uang 
tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada 
terdakwa Salma alias Rosdiana. Perbuatan terdakwa memenuhi 
unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 




  Perbedaan antara penguraian unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP 
yang dibuat oleh Penuntut Umum dan penulis sendiri pada dasarnya 
tidaklah berbeda, hanya saja Penuntut Umum dalam kasus ini 
menggabungkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum ke dalam satu 
unsur, sedangkan penulis memisahkan unsur dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan 
hukum, karena menurut penulis sendiri pemisahan kedua unsur hanya 
untuk mempermudah dan memperjelas unsur-unsur yang ada dalam 
Pasal 378 KUHP apabila dipadukan dengan perbuatan materiil (fakta) 
yang dilakukan oleh terdakwa dalam pembuktian di persidangan 
nantinya. 
 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara menguraikan unsur-
unsur materiil (cermat, jelas, lengkap dan unsur locus delichti dan 
tempus delichti) dari surat dakwaan tidak diatur secara jelas oleh 
KUHAP, sehingga Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan 
bebas untuk menguraikan unsur-unsur tersebut sepanjang memenuhi 
syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal  143 ayat (2) 
huruf b KUHAP, jadi selama surat dakwaan mencakup semua unsur 
yang ada dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan 
Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur dikaitkan dengan 
perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa (jelas) tersebut di 
persidangan, maka hal ini telah memenuhi unsur materiil sebagaimana 
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yang diatur dalam Pasal  143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dari penjelasan 
di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun  Penuntut Umum 
menggabungkan unsur satu dengan yang lainnya menjadi satu unsur, 
sepanjang unsur tersebut dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di 
persidangan, maka penggabungan unsur ini bukanah masalah, 
sehingga menurut penulis sendiri surat dakwaan pada kasus ini telah 
memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 
143 ayat (2) KUHAP .  
Kemudian yang ingin penulis komentari adalah tuntutan (requisitoir) 
yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam kasus ini. Sebelum berbicara 
panjang lebar mengenai tuntutan, ada baiknya kalau kita mengetahui 
perbedaan antara tuntuan (requisitoir) dan surat dakwaan (acte van 
verwijzing). Perbedaan antara tuntutan dengan surat dakwaan terletak 
pada saat pembuatannya, maksudnya adalah surat dakwaan dibuat 
oleh penuntut dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan pada 
pemeriksaan penyidikan kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, 
sedangkan tuntutan sendiri dibuat pada proses persidangan di muka 
pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan 
persidangan. Pengertian dari requisitoir itu sendiri adalah tuntutan dari 
Penuntut Umum yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses 
pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai, artinya 
terdakwa, saksi-saksi serta alat bukti lainnya yang berkaitan dengan 
61 
 
perkara tersebut sudah didengar keterangannya dan diperiksa serta 
diteliti sebagaimana mestinya. 
Isi atau materi dari tuntutan itu sendiri terdiri dari :36 
1. Pendahuluan 
2. Surat dakwaan 
3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
4. Pembahasan yuridis 
5. Tuntutan 
 Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adaah fakta-fakta yang 
mendukung unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pembahasan yuridis adalah 
pembahasan mengenai semua unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum kepada terdakwa disertai dengan bukti-bukti yang 
mendukung unsur-unsur delik tersebut. Dengan demikian tuntutan 
memuat pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP atas semua unsur delik yang 
dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. 
Apabila dikaitkan dengan tuntutan pidana dalam kasus ini, 
setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dalam 
persidangan, dari segi isi atau materi tuntutan itu sendiri menurut 
penulis Penuntut Umum dalam membuat tuntutan telah sesuai dengan 
fakta-fakta di persidangan. Kemudian jika dilihat dari berat tuntutan 
yang diajukan oleh Penuntut Umum sendiri menurut penulis sudah 
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sesuai, karena motif terdakwa Salma alias Rosdiana menipu korban 
Halija ialah untuk membelikan anak-anaknya pakaian dan terdakwa 
juga telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban Halija pada 
saat proses persidangan dimulai. Adapun hasil penelitian penulis 
dengan mewawancarai Penuntut Umum, Nur Indah S.H. pada tanggal 
14 Januari 2015 di Kejaksaan Negeri Makassar mengenai alasan 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan 5 bulan penjara kepada 
terdakwa dalam perkara ini  adalah : 
“Penuntut Umum tidak boleh seenaknya dalam membuat tuntutan 
pidana terhadap terdakwa, meskipun Majelis Hakimlah yang 
nantinya akan memutus penjatuhan pidana kepada terdakwa, tapi 
Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana kepada 
terdakwa nantinya. Dalam kasus ini sendiri, hal-hal yang 
meringankan itu antara lain karena terdakwa telah mengganti 
kerugian korban pada saat persidangan berlangsung, terdakwa 
merupakan seorang ibu yang harus menafkahi anak-anaknya, 
terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya serta 
terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak 
mengulanginya lagi. Jadi meskipun Penuntut Umum dalam 
membuat surat tuntutan cenderung berpihak pada kepentingan 
masyarakat dan negara, akan tetapi kepentingan terdakwa juga 
tetap harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam membuat 
surat tuntutan.” 
 Kemudian penulis ingin sedikit memberikan komentar mengenai 
perbedaan antara penipuan dan wanprestasi mengingat kenyataan di 
lapangan membuktikan bahwa kedua peristiwa ini seringkali 
dipersamakan, sehingga tidak jarang Penuntut Umum dalam membuat 
surat dakwaan mengenai penipuan pada akhirnya diputus oleh Majelis 
Hakim dengan putusan lepas, karena ternyata peristiwa tersebut masuk 
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dalam ranah hukum perdata, yaitu wanprestasi. Adapun perbedaan antara 
wanprestasi dengan penipuan adalah sebagai berikut :37 
1. Menurut Setiawan, wanprestasi atau ingkar janji dalam hukum perdata 
ada 3 (tiga) bentuk, yaitu : 
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
b. Terlambat memenuhi prestasi.  
c. Memenuhi prestasi secara tidak sah. 
 
2. Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa : 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
yang dijanjikan. 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 
  
3. Menurut M Yahya Harahap, wanprestasi adalah :   
a. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 
dilakukan tidak menurut yang selayaknya. 
b. Seorang debitur telah lalai dalam melakukan pelaksanakan prestasi 
dalam perjanjian, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang 
ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut 
sepatutnya atau selayaknya. 
 Dalam perbuatan wanprestasi, dari awal terlihat baik dan jujur, hal 
ini diungkapkan dalam kesepakatan kedua belah pihak untuk sepakat 
saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang ditandatangani bersama. 
Perjanjian yang ditandatangani telah memenuhi Pasal 1338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 1320 
KUHPerdata. Wanprestasi baru diketahui dan tidak dapat melanjutkan, 
karena sejak awal memang secara obyektif tidak memenuhi syarat, 
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misalkan pekerjaan yang disebutkan dalam pekerjaan tidak benar dan 
pendapatannya tidak benar pula. 
 Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 
1601. K/Pid/1990 yang menyatakan :38 
“Unsur pokok delik penipuan (pasal 378 kuhp) terletak pada cara 
upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk 
menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Prinsip 
dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untuk 
memperoleh harta itu yaitu dengan cara curang/tipu muslihat. Juga 
tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal 
muslihat, sehingga korban merasa tertipu. Pada tindak pidana 
penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara 
membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan 
dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Selain itu adalah 
sifat melawan hukumnya.” 
 Kemudian jika dilihat dari karakteristik perbuatan materiil dari 
penipuan dan wanprestasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai  
berikut : 
1. Sifat melawan hukum penipuan tidak sama dengan sifat melawan 
perikatan dalam wanpretasi. Sifat melawan hukum dalam penipuan 
merupakan suatu perbuatan yang yang bertentangan dengan 
hukum/aturan yang berlaku secara umum, sedangkan sifat melawan 
perikatan dalam wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan aturan yang berlaku khusus kepada pihak-
pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. 
2. Penyerahan suatu prestasi karena kewajiban perikatan dalam 
wanprestasi tidak sama dengan penyerahan suatu barang dalam 
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penipuan, karena dalam penipuan penyerahan barang tersebut 
sebenarnya bukan karena kehendak yang menyerahkan barang, 
akan tetapi dengan kata-kata bohong dan tipu muslihat yang 
dilakukan oleh pelaku penipuanlah yang menyebabkan korban 
penipuan tergerak hatinya dan menyerahkan suatu barang, 
sedangkan dalam wanprestasi penyerahan suatu prestasi 
merupakan kehendak dari yang menyerahkan barang. 
3. Tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan 
dengan berbohong atau tipu muslihat dalam penipuan, karena 
dengan menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat 
dalam penipuan, sejak awal pelaku penipuan memang beritikad 
buruk, sedangkan tidak melaksanakan prestasi oleh debitur 
dikarenakan oleh adanya suatu keadaan memaksa di luar 
kendalinya, sehingga hal inilah yang menyebabkan debitur tidak 
melaksanakan prestasinya, jadi debitur dari awal memiliki itikad baik, 
akan tetapi karena keadaan yang di luar kendali debitur inilah yang 
menyebabkan debitur  tidak dapat melaksanakan prestasinya 









B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
1629/Pid.B/2014/PN.Mks.)  
 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokonya 
menyatakan sebagai berikut : 
  - Menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi ; 
 
Telah mendengar jawaban atas pembelaan Penuntut Umum oleh 
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; 
 
Telah mendengar pula atas jawaban Penuntut Umum oleh 
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; 
 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2014 
No : PDM-649/Mks/10/2014 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 
378 KUHP ; 
 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, 
oleh terdakwa tidak mengajukan keberatan ; 
 
Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaannya 
Penuntut Umum telah menghadirkan di persidanga saksi-saksi 
yang telah didengar keteranagan di bawah sumpah yaitu 1. HALIJA 
sebagaimanan termuat dalam berita acara persidangan ; 
 
Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam 
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
  - Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum ;  
  - Bahwa benar keterangan saksi-saksi ; 
 
Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan 
dengan barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat 
disimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penipuan ; 
 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 378 KUHP ; 
 
Menimbang,karena dakwaan alternative dan karena berdasarkan 
fakta yang ditemukan akan dipertimbangkan dakwaan dalam Pasal 




Menimbang, bahwa berdasar dengan uraian dan pertimbangan di 
atas, menurut Majelis semua unsur telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan ; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa 
terdakwa terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa 
dikesampingkan ; 
 
Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan 
adanya alasan pengecualian pidana pada diri terdakwa yang dapat 
menghapuskan kesalahan terdakwa baik yang bersifat alasan 
pemaaf maupun alasan pembenar, karena itu terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana 
setimpal dengan kesalahannya ; 
 
Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara 
terdakwa ditahan sementara dan penahanan itu dilakukan secara 
sah, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; 
 
Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk 
menangguhkan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan karena 
itu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka 
terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang 
besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ; 
 
Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana maka 
terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada 
orang lain. 
 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa sopan, mengakui terus terang sehingga tidak 
mempersulit persidangan. 







2. Amar Putusan 
      1.  Menyatakan terdakwa SALMA alias ROSDIANA terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”. 
      2.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 
      3.  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
      4.  Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
      5.  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah permata/kristal 
dirampas untuk dimusnahkan. 
      6.  membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
  
3. Komentar Penulis 
 Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan yang diputus oleh Majelis Hakim. Putusan 
sendiri ada 3 (tiga) macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas dan 
putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis 
Hakim memberikan putusan pemidanaan kepada terdakwa Salma alias 
Rosdiana dengan pidana penjara 4 bulan, karena terdakwa secara sah 
dan meyakinkan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) telah melakukan tindak 
pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. 
Adapun hasil penelitian penulis dengan mewawancarai Hakim anggota 
Arie Winarsih, S.H., M.Hum. pada hari Rabu 14  Januari 2014 pukul 
09.00 WITA yaitu:  
“Bahwa benar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penipuan yang diatur Pasal 378 KUHP. 
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap dengan 
dihadirkannya saksi-saksi, terdakwa dan juga barang bukti 
berupa kristal yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan 
tindak pidana itu, Majelis Hakim memutus bahwa benar terdakwa 
memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 378 KUHP 
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sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun 
dalam menjatuhkan putusan hakim melihat beberapa faktor yang 
meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa, antara lain  
terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak untuk 
dinafkahi, selain itu terdakwa menyesali perbuatannya dan telah 
mengembalikan uang saksi korban sepenuhnya, sehingga 
hukuman pidana penjara 4 bulan kepada terdakwa kami jatuhkan 
agar bisa menjadi shock therapy bagi terdakwa supaya terdakwa 
tidak melakukan perbuatannya itu lagi di kemudian hari.” 
Berkaitan dengan Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks 
dalam kasus ini, ada beberapa hal yang penulis ingin komentari. Akan 
tetapi sebelum itu, ada baiknya kalau kita ketahui apa yang dinamakan 
dengan putusan pemidanaan sebagaimana yang diputuskan oleh 
Majelis Hakim kepada terdawa Salma alias Rosdiana dalam kasus ini. 
Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya 
(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa dakwaan 
Penuntut Umum terhadap kesalahan yang diperbuat terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan (Pasal 183 KUHAP).  Terbukti secara sah 
maksudnya memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus ini, hal ini telah terpenuhi 
karena di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi dan terdakwa yang 
telah dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim, kemudian dari 
keterangan yang mereka berikan, diperoleh petunjuk yang 
kesimpulannya adalah telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan dan 
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hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh 
saksi-saksi dan terdakwa yang terdapat persesuaian kejadian yang 
satu dengan yang lainnya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Jadi dalam 
kasus ini terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, petunjuk dan 
keterangan terdakwa, kemudian dari ketiga alat bukti ini Majelis Hakim 
pun memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa Salma alias 
Rosdiana bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 
Dalam hukum pidana kita mengenal asas tiada pidana tanpa 
kesalahan (geenstraf zonder schuld), yang artinya pidana baru dapat 
dijatuhkan kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa sebagaimana 
yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dapat 
dibuktikan di persidangan. Dalam kasus ini oleh Penuntut Umum 
mendakwa terdakwa Salma alias Rosdiana dengan Pasal 378 KUHP 
tentang Penipuan. Unsur-unsur dalam surat dakwaan dapat dijelaskan 
dengan baik oleh Penuntut Umum dengan cara memadukan unsur-
unsur tersebut dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh 
terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP) dan fakta-fakta di 
persidangan membuktikan bahwa benar terdakwa melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan 
dihadirkannya saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti berupa kristal 
yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. 
Adapun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan kemudian 
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dirampas untuk dimusnahkan dengan tujuan agar barang bukti tersebut 
tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana (Pasal 
194 ayat (1) KUHAP). 
 Hakim Majelis dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap 
terdakwa memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan dalam 
amar putusan. Pertimbangan-pertimbangan ini ada yang menjadi  
alasan pemberat dan peringanan penjatuhan pidana terhadap terdakwa 
sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya pada BAB II. 
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan 
pemidanaan kepada terdakwa menurut Mr. M. H. Tirtaadmidjaja   
adalah :39 
       1.  Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
      2.  Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
      3.  Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu. 
      4.  Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang 
penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivis) atau 
seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang 
yang umurnya masih muda atau lanjut usia. 
      5.  Motif melakukan pelanggaran pidana itu. 
      6.  Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia 
menyesali perbuatannya atau secara terus menyangkali 
perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan 
kesalahannya. 
      7.  Kepentingan umum.  
 
  Sedangkan dalam Pasal 58 (Pasal 52 KUHP) Naskah Rancangan 
KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, 
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Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Jakarta : PT. Sinar Grafika, 





hal-hal yang wajib diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana 
adalah :40 
       1.  Kesalahan pembuat tindak pidana ; 
      2.  Motif dan tujuan melakukan tindak pidana ; 
      3.  Cara melakukan tindak pidana; 
      4.  Sikap batin pembuat pidana ; 
      5.  Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana ; 
      6.  Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana ; 
      7.  Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana ; 
      8.  Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ; 
      9.  Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ; 
dan 
    10.  Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 Dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 
1629/Pid.B/2014/PN. Mks, telah dicantumkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa 
Salma alias Rosdiana. Menurut penulis sendiri ada beberapa hal lain 
yang seharusnya dicantumkan dalam amar putusan sebagai alasan 
pemberat dan peringanan pidana oleh Hakim dalam menjatuhkan 
putusan  kepada terdakwa selain yang dicantumkan dalam putusan, 
antara lain : 
Hal-hal yang memberatkan : 
      1.  Terdakwa merupakan seorang ibu yang seharusnya mendidik 
anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan hal-hal yang 
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Hal-hal yang meringankan : 
      1.  Terdakwa mengganti kerugian korban Halija sepenuhnya, 
meskipun hal ini dilakukan pada saat proses persidangan 
berlangsung. 
       2.  Motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana ialah karena 
keadaan ekonomi, terdakwa melakukan perbuatan itu demi 
membelikan anak-anaknya baju dan belanja kebutuhan sehari-hari. 
     3.  Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih harus mendidik 
anak-anaknya, karena keberadaan seorang ibu sebagai 
pembimbing sangatlah penting demi masa depan anak-anaknya. 
Kemudian yang ingin penulis komentari adalah mengenai isi 
putusan pemidanaan pada Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN Mks. 
Mengenai isi putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP yang merumuskan : 
(1) Surat putusan pemidanaan memuat:  
       a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";  
      b.  Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;  
      c.  Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;  
      d.  Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,  
      e.  Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;  
      f.  Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;  
      g.  Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal;  
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      h.  Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;  
      i.  Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti;  
      j.  Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di 
mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu;  
      k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan;  
      l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera; 
Dari 12 (dua belas) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
membuat surat putusan pemidanaan, terdapat 10 (sepuluh) poin 
penting yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan 
pemidananaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) : 
 Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, 
j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
Jadi 10 (sepuluh) poin ini mutlak harus dipenuhi dalam membuat 
suatu  putusan pemidanaan, karena apabila salah satu poin tidak 
dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Jika dihubungkan 
dengan Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks dalam kasus ini 
secara keseluruhan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur 
dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, hanya saja terdapat salah satu 
pertimbangan hakim yang mungkin keliru dalam pengetikannya. Berikut 
pertimbangan hakim : 
Menimbang, karena dakwaan alternative dan karena berdasarkan 
 fakta yang ditemukan akan dipertimbangkan dakwaan dalam Pasal 
 378 KUHP ; 
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 Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 
1629/Pid.B/2014/PN.Mks mencantumkan bahwa surat dakwaan yang 
diajukan oleh Penuntut Umum adalah surat dakwaan alternatif, padahal 
kenyataanya surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 
surat dakwaan tunggal. Mengenai hal ini KUHAP telah mengaturnya 
yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP : 
 Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi 
 kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan 
 dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan 
 batalnya putusan demi hukum. 
 Jadi kekhilafan atau kesalahan pengetikan pada Putusan Nomor 



















 Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis di atas, maka 
kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah : 
       1.  Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Penuntut Umum  dan 
 Hakim dalam Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks sudah 
 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-
 undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
 Pidana (KUHAP). Surat dakwaan (acte van verwizing) dengan 
 Nomor Registrasi Perkara PDM-649/Mks/10/2014 yang dibuat oleh 
 Penuntut Umum  telah memenuhi syarat formal dan materiil dari 
 surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 
 KUHAP, begitu pula dengan tuntutan (requisitoir) dengan Nomor 
 Registrasi Perkara PDM-649/Mks/Ep/12/2013 yang dibuat oleh 
 Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat-syarat yang harus 
 dipenuhi dalam membuat surat tuntutan, yaitu harus memuat 
 pendahuluan, surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap di 
 persidangan, pembahasan yuridis dan tuntutan itu sendiri. 
 Kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan 
 dihadirkannya saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang dipakai 
 oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, terdakwa secara sah 
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 dan meyakinkan (Pasal 183 KUHAP) melakukan tindak pidana 
 Penipuan sesuai yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan fakta-
 fakta di persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa cakap 
 menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampuan (curatele) 
 serta tidak ditemukan alasan pembenar terhadap perbuatan 
 terdakwa, sehingga terdakwa dapat  mempertanggungjawabkan 
 perbuatannya tersebut. 
      2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
 pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 
 1629/Pid.B/2014/PN.Mks. telah sesuai, yaitu dengan terpenuhinya 
 semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, dipenuhinya minimal 2 alat       
           bukti,  yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
 beserta barang bukti yang dipakai terdakwa dalam melakukan 
 perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
 Selain itu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi  
          pidana  telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan 
 dan yang  memberatkan penjatuhan pidana bagi terdakwa 
 sebagaimana telah  dicantumkan dalam Putusan Nomor 
 1629/Pid.B/2014/PN.Mks. yaitu : 
 Hal-hal yang memberatkan : 






 Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa sopan, mengakui terus terang sehingga tidak 
mempersulit persidangan. 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
  Akan tetapi dalam Putusan Nomor 1629/Pid.B/2014/PN.Mks 
 terdapat kekeliruan dalam pengetikan pada pertimbangan hukum 
 Hakim, yaitu mengenai surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut 
 Umum. Pada pertimbangan hukum Hakim, dinyatakan bahwa 
 Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan alternatif, padahal 
 pada kenyataannya surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum 
 adalah surat dakwaan tunggal. Mengenai hal ini KUHAP telah 
 mengaturnya yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 197 ayat 
 (2) KUHAP : 
  Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi 
  kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka  
  kekhilafan  dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan  
  tidak menyebabkan  batalnya putusan demi hukum. 
 Jadi kekhilafan atau kesalahan pengetikan pada Putusan Nomor 
 1629/Pid.B/2014/PN.Mks tidak menyebabkan putusan ini batal 







     1.  Dalam membuat surat putusan hendaknya Panitera (Pegawai yang 
 mengetik amar putusan)  secara cermat  memperhatikan fakta-fakta 
 yang ada di  persidangan, sehingga  kesalahan pengetikan 
 mengenai surat  dakwaan yang diajukan  oleh Penuntut 
 Umum seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 
 1629/Pid.B/2014/PN. Mks. tidak terjadi lagi. 
     2.  Hendaknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
 terdakwa  mencantumkan semua hal-hal yang meringankan dan 
 memberatkan penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa, karena 
 berdasarkan hasil peneletian penulis, Hakim tidak mencantumkan 
 semua hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa 
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